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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Tinjauan Umum Tentang Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia 

Dalam negara hukum seperti Indonesia, lembaga peradilan merupakan 

subsistem dari sistem birokrasi kekuasaan dalam negara apapun bentuk dan 

klasifikasinya. Oleh karenanya sebagai bagian dari sub sistem kekuasaan dalam 

sebuah negara, seyogyanya lembaga peradilan juga menggunakan prinsip dan 

asasi bagaimana menjadikan sistem kekuasaan negara tersebut baik dan benar 

dengan tetap memperjuangkan dan mewujudkan jaminan penegakan hukum dan 

keadilan (GoodGovernance). 

Hal tersebut secara jelas telah dituangkan dalam Pasal 10 Undang undang 

No. 4 Tahun 2004 yang menyebutkan bahwa terdapat 4 (empat) lingkungan 

peradilan yang berlaku di Indonesia. Adapun keempat lingkungan 

peradilan/peradilan tersebut adalah : 

a. Peradilan/Pengadilan Umum (Pengadilan Negeri) 

b. Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) 

c. Peradilan/Pengadilan interen 

d. Peradilan Agama. 

Namun didalam penjelasannya disamping keempat peradilan tersebut, kini 

dikenal pula adanya Pengadilan Niaga, Pengadilan HAM, Pengadilan Tindak 

Pidana Korupsi disebut Masing-masing peradilan memiliki hukum acaranya 
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sendiri. Berkenaan dengan sistem peradilan pidana, telah diatur hukum acaranya 

dalam UU No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP. 

Hakim dalam mengemban amanah untuk menegakkan keadilan, seyogyanya 

tidak hanya sekedar menjalankan sistem hukum acara (mengejar aspek 

kepentingan hukum) saja, tapi Hakim harus mampu menyelesaikan persoalan 

hukum dengan jaminan penegakkan hukum bagi pencari keadilan. Bahkan dalam 

sistem peradilan pidana terdapat beberapa asas yang melindungi hak warganegara 

dan diberlakukannya proses hukum yang adil dalam KUHAP, yaitu : 

1. Perlakuan yang sama dimuka hukum tanpa diskriminasi apapun  

2. Praduga tidak bersalah 

3. Pelanggaran atas hak-hak individu warganegara.  

4. Seorang tersangka dan terdakwa berhak mendapat bantuan 

penasehathukum  

5. Peradilan harus terbuka untuk umum.  

Dalam suatu sistem peradilan pidana yang berkeinginan secara jujur 

melindungihak seorang warganegara yang merupakan terdakwa, akan penting 

jelas terungkap dalam tahap ajudikasi. Hanya dalam tahap sidang pengadilan 

terdakwa dan pembelanya dapat berdiri tegak sebagai pihak yang benar-benar 

bersamaan derajatnya biarpun dengan penuntut umum. Dalam tahap inilah ada 

kewajiban sepenuhnya hak-hak keduabelah pihak, hak penuntut adalah mendakwa 

dan hak terdakwa adalah membela dirinya terhadap dakwaan. Jaminan yang 

penuh ini harus diberikan oleh pengadilan dan dalam kenyataan hanya dapat 

berlangsung apabila dapat meyakini kenetralan dan kebebasan hakim-hakim. 
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Suatu proses hukum yang adil dimana terdapat keyakinan akan adanya 

pengadilan yang bebas adalah sangat penting bagi semua masyarakat. Pada 

dasarnya untuk menuju terwujudnya pengadilan hukum secara professional 

diperlukan tidak saja aturan normatif tetapi juga aspek filosofisnya. Terutama 

dalam reformasi hukum yang menjadi agenda reformasi nasional merupakan 

bagian integral dari semangat dan niat lahirnya reformasi total secara umum. 

Bersih dari reformasi hukum adalah bagaimana tercapai perwujudan prinsip 

reformasi hukum secara menyeluruh dengan akhir supermasi hukum. 

Disamping itu mekanisme kontrol terhadap jalan lurusnya/jalan tengahnya 

sistem Peradilan Pidana Terpadu, jika dilihat secara normatif/eksternal (peraturan 

perundang-undangan) dapat dijelaskan sebagai berikut : 

a. Kepolisian, mekanisme kontrolnya adalah terkait dengan Pra Peradilan,    untuk 

mengawasi penangkapan, penahanan, dan penghentian penyidikan tidak sah. 

b. Kejaksaan, mekanisme kontrolnya melalui Pra Peradilan untuk 

mengawasipenghentian penuntutan yang tidak sah. 

c. Pengadilan, mekanisme kontrolnya melalui upaya hukum biasa dan luar biasa. 

d. Penasehat Hukum, mekanisme kontrolnya melalui Pengadilan.  

Oleh karenanya dalam sistem peradilan pidana terkandung gerak sistematik 

dari subsistem-subsistem pendukungnya, yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan 

dan lembaga pemasyarakatan, serta Advokat yang secara keseluruhan dan 

merupakan satu kesatuan (totalitas) berusaha mentransformasikan masukan 

menjadi luaran yang menjadi tujuan sistem peradilan pidana.  
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Dalam Proses Hukum suatu tindak pidana menurut sistem Peradilan Pidana 

di Indonesia dimulai dengan adanya suatu laporan dari saksi atau korban ke 

kepolisian.Dengan adanya bukti permulaan kepolisian memulai dengan 

penyelidikan dan penyidikan, karena konstitusi memberi hak istimewa kepada 

Polri untuk memanggil, memeriksa, menangkap, menahan, menggeledah, menyita 

barang yang dianggap berkaitan dengan tindak pidana terhadap tersangka Bertitik 

tolak dari hal itu, Polri dalam melaksanakan fungsi dan kewenangan penyidikan, 

wajib berpegang dan mentaati pada ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang 

No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. 

Kemudian polisi membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) untuk dilimpahkanke 

Kejaksaan. Setelah BAP dilimpahkan ke Kejaksaan, Jaksa membuat surat 

dakwaan terhadap tersangka tindak pidana, dan bila surat dakwaan telah 

memenuhi syarat-syarat baik formil maupun materiil, jaksa melimpahkan perkara 

tersebut kePengadilan. Selanjutnya hakim memeriksa terdakwa berdasarkan surat 

tuntutan,dimana terdakwa berhak untuk didampingi pengacara 

 

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah 

Tangga 

1. Istilah dan perumusan Tindak Pidana 

Undang undang  mensyaratkan untuk mengambil tindakan berdasarkan 

hukum pidana, paling sedikit harus adanya persangkaan telah dilahirkan 

tindak pidana. Berdasarkan hukum pidana material dan untuk dimulai dengan 

perumusan delik yang dimuat didalamnya, maka harus menilai apakah suatu 

kejadian tertentu dapat merupakan suatu tindak pidana. 
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Dalam istilah (term) Het strajbaar feit telah diteijemahkan dari bahasa 

Belanda ke dalam bahasa Indonesia sebagai: 

1. Perbuatan yang dapat atau boleh dihukum 

2. Peristiwa pidana 

3. Perbuatan pidana 

4. Tindak pidana 

Pengertian perbuatan pidana atau strqfbaar feit adalah suatu kelakuan 

manusia yang termasuk dalam batas-batas perumusan suatu delik yang melawan 

hukum dan disebabkan karena kesalahan dari petindak atau pelaku.
1
 

Dan yang dimaksud dengan kepentingan hukum adalah tiap-tiap kepentingan 

yang harus dijaga dan kesemuanya untuk kepentingan masyarakat. Dan kita dapat 

membagi hukuman menjadi tiga golongan 

a. Kepentingan perseorangan (Individuate belangen) 

b. Kepentingan masyarakat (Maatsghappelijke belangen) 

c. Kepentingan Negara (Stoats belangen) 

C. Tindakan Kekerasan 

Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan 

Kekerasan Dalam Rumah Tangga pada prinsipnya dilandasi oleh berbagai 

pertimbangan, antara lain bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan rasa 

aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan terutama kekerasan dalam rumah 

                                                           
1
 R. Achmad Soema Diraja, Asas-Asas Hukum Pidana, (Bandung: Alumni, 1982), hlm. 

65. 
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tangga merupakan pelanggaran hak asasi manusia. 
2
Selama ini kekerasan dalam 

rumah tangga merupakan suatu perbuatan yang dianggap baru, meskipun pada 

dasamya bentuk-bentuk kekerasan ini. 

Dapat ditemui dan terkait pada bentuk perbuatan tertentu, seperti 

pembunuhan, penganiayaan, perkosaan dan pencurian. Awalnya pengertian 

kekerasan terdapat pada pasal 89 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) 

yang berbunyi : “membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan 

menggunakan kekerasan". 

Dalam pasal tersebut tidak menjelaskan bagaimana cara kekerasan 

dilakukan dan juga tidak menjelaskan bagaimana bentuk-bentuk kekerasan 

tersebut, sedangkan pengertian tidak berdaya adalah tidak mempunyai kekuatan 

atau tenaga sama sekali, sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikitpun. 

Akan tetapi pada pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 

seringkali kekerasaan dikaitkan dengan ancaman, sehingga dapat disimpulkan 

bahwa kekerasan dapat berbentuk fisik dan non 

fisik. 

Rumusan pengertian hamslah bersifat objektif, dengan perkataan Iain bukan 

perasaan subjektif korban (perempuan) yang di pakai sebagai ukuran, karena bila 

yang dipakai ukuran subjektif yang dirasakan korban, maka pengertian kekerasan 

menjadi kabur karena setiap subjek mempunyai ukuran yang berbeda yang oleh 

subjek lain hal ini bukanlah dianggap sebagai kekerasan. 

                                                           
2
 Ibid hlm. 206. 
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Sebagai terminologi kekerasan terhadap perempuan mempunyai ciri bahwa 

tindakan tersebut : 

 

1. Dapat berupa fisik maupun non fisik (psikis); 

2. Dapat dilakukan secara aktif maupun dengan cara pasif (tidakberbuat); 

3. Dikehendaki/diminati oleh pelaku; 

4. Ada akibat/kemungkinan akibat yang merugikan pada korban.
3
 

Setelah memperhatikan uraian sebagaimana di atas dapat diketahui bahwa 

tindak kekerasan tidak hanya berupa tindakan fisik,melainkan juga perbuatan 

nonfisik (psikis). Tindakan fisik langsung bisa dirasakan akibatnya oleh korban, 

serta dapat dilihat oleh siapa saja, sedangkan tindakan nonfisik (psikis) yang bisa 

merasakan langsung hanyalah korban, karena tindakan tersebut langsung 

menyinggung hati nurani atau perasaan` seseorang. 

D. Tindak lPidana lKekerasan lTerhadap lIstri lDalam lRumah lTangga 

Kekeraan ldalam lrumah ltangga lsebenamya lbukan lmerupakan lhal lyang lbaru, 

ltermasuk lkekerasan lterhadap listri loleh lsuami. lNamun lselama lini lselalu 

ldirahasiakan latau lditutup-tutupi loleh lkeluarga lmaupun loleh lkorban lsendiri. 

lDisamping litu lbudaya lmasyarakat likut lberperan ldalam lhal lini, lkarena ltindak 

lkekerasan lapapun lbentuknya lyang lterjadi ldalam lsebuah lrumah ltangga latau 

lkeluarga ladalah lmempakan lmasalah lkeluarga ldimana lorang lluar ltidak lboleh 

lmengetahuinya. lApalagi lada langgapan lbahwa lhal ltersebut lmempakan laib 

lkeluarga ldan lharus lditutupi. 

                                                           
3
 Moert'ihadiali Soeroso, Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis - 

Viktimologis, (Jakarta : Sinar Grafika, 2011) hlm. 59. 
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 Melihat lkenyataan ltindak lkekerasan lterhadap listri lacapkali lterjadi, lhal lini 

lparadoks ldengan ltujuan ldari lperkawinan litu lsendiri lsebagaimana ltertuang ldalam 

lUndang-Undang lNomor l01 lTahun l1974 lTentang lPerkawinan lpada lpasal l1 

lmenyatakan lbahwa l"Perkawinan ladalah likatan llahir lbatin lantara lseorang lpria 

ldan lwanita lsebagai lsuami listri ldengan ltujuan lmembentuk lkeluarga l(rumah 

ltangga) lyang lbahagia ldan lkekal lberdasarkan lKetuhanan lYang lMaha lEsa lJadi 

ljelas lbahwa ltujuan lperkawinan ladalah lmembentuk ldan lmembina lkeluarga lyang 

lbahagia llahir ldan lbatin ldan lmerupakan likatan lyang lsakral ldan lharus lselalu 

ldihormati loleh lsuami ldan listri. lOleh lkama litu, lharus ltetap lterjaga 

lkeharmonisannya ldan ldiupayakan ltetap llanggeng l(kekal) ldan lharus lselalu lsaling 

lmenjaga lagar lrumah ltangga ltetap lharmonis. 

 Selanjutnya lmenyangkut lhak ldan lkedudukan listri ladalah lseimbang 

ldengan lhak ldan lkedudukan lsuami, lsebagai lmana ltertuang ldalam lpasal l31 layat1 

lUndang-Undang lNomor l1 lTahun l1974 ldisebutkan lbahwa l: l"Hak ldan lkedudukan 

listri ladalah lseimbang ldengan lhak ldan lkedudukan lsuami ldalam lkehidupan lrumah 

ltangga ldan lpergaulan lhidup lbersama ldalam lmasyarakat. 

 Lahirnya lUndang-Undang lNomor l23 ltahun l2004 ldilandasi loleh lberbagai 

lpertimbangan, lantara llain lbahwa lsetiap lwarga lnegara lberhak lmendapatkan lrasa 

laman ldan lbebas ldari lsegala lbentuk lkekerasan. lDengan ldemikian, lsegala lbentuk 

lkekerasan ltertutama lkekerasan ldalam lrumah ltangga lmerupakan lpelanggaran lhak 

lasasi lmanusia. lSehubungan ldengan litu ldalam lpasal l1 layat l(1) lUndang-Undang 

lNomor l23 ltahun l2004 lyang ldimaksud ldengan lkekerasan ldalam lmmah ltangga 

ladalah l: l"Setiap lperbuatan lterhadap lseseorang lterutama lperempuan, lyang 
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lberakibat ltimbulnya lkesengsaraan latau lpenderitaan lsecara lfisik, lseksual, 

lpsikologis, ldan/ latau lpenelantaraan lrumah ltangga ltermasuk lancaman luntuk 

lmelakukan lperbuatan, lpemaksaan, latau lperampasan lkemerdekaan lsecara 

lmelawan lhukum ldalam llingkup lrumah ltangga". l 

 Kekerasan ldalam lrumah ltangga ladalah lmasalah lsosial lbukan lmasalah 

lkeluarga lyang ltidak lperlu ldisembunyikan. lHal lini ltertuang ldalam laturan lyang 

ltercantum ldalam lPasal l11 lUndang-Undang lNomor l23 ltahun l2004 lyang lberbunyi 

l: l"Pemerintah lbertanggung ljawab ldalam lupaya lpencegahan lkekerasan ldalam 

lrumah ltangga." lUntuk lmewujudkan lketentuan lsebagaimana ldimaksud ldalam 

lPasal l11,maka lsesuai lUndang-Undang lNomor l23 ltahun l2004 lPasal l12 layat l(1) 

lpemerintah: 

1. Merumuskan lkebijakan ltentang lpenghapusan lkekerasan ldalam lrumah 

ltangga; 

2. Menyelenggarakan lkomunikasi, linformasi ldan ledukasi ltentang lkekerasan 

ldalam lrumah ltangga; 

3. Menyelenggarakan lsosialisasi ldan ladvokasi ltentang lkekerasan ldalam 

lrumah ltangga. 

Untuk lmencegah,melindungi lkorban ldan lmenindak lpelaku lkekerasan ldalam 

lrumah ltangga, ldalam lUndang-Undang lNomor l23 lTahun l2004 lTentang 

lPenghapusan lKekerasan lDalam lRumah lTangga ltelah ldiatur lsecara lterperinci ldan 

llengkap. lBerikut lgaris lbesar lbutir-butir lpasal lyang lmengatur ltentang lkekerasan 

ldalam lrumah ltangga lBAB lIII ltentang lLarangan lKekerasan lDalam lRumah 

lTangga" lPasal l5 lyang lberbunyi l: lsetiap lorang ldilarang lmelakukan lkekerasan 
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ldalam lrumah ltangga lterhadap lorang ldalam llingkup lrumah ltangganya ldengan 

lcara lkekerasan lfisik, lkekerasan lpsikis, lkekerasan lseksual latau lpenelantaran 

lrumah ltangga lBab lIV ltentang l"Hak-Hak lKorban" lPasal l10 lyang 

lberbunyi;Korban lberhak lmendapatkan: 

a.  lPerlindungan ldari lpihak lkeluarga, lkepolisian, lkejaksaan, lpengadilan, 

ladvokat, 

lembaga lsosial latau lpihak llainnya lbaik lsementara lmaupun lberdasarkan 

lpenetapan lperintah lperlindungan ldari lpengadilan. 

b. Pelayanan lkesehatan lsesuai ldengan lkebutuhan lmedis l 

c. penanganan lsecara lkhusus lberkaitan ldengan lkerahasiaan lkorban 

d. Pendampingan loleh lbantuan lhukum lpada lsetiap ltingkat 

proses lpemeriksaan lsesuai ldengan lketentuan lperkara lperundang-

undangan 

Bab lVI lTentang l"Perlindungan" lPasal lyang lberbunyi l: 

1. lDalam lwaktu l1 lx l24 l(satu lkali ldua lpuluh lempat) ljam lterhitung 

lmengetahui latau lmenerima llaporan lkekerasan ldalam lrumah ltangga, 

lkepolisian lwajib lsegera lmemberikan lperlindungan lsementara lpada 

lkorban. 

2. lPerlindungan lsementara lyang ldimaksudkan lpada layat l1 ldiberikan 

lpaling llama l7 l(tujuh) lhari lsejak lkorban ldlterima latau lditangani. 

3. lDalam lwaktu l1x24 l(satu lkali ldua lpuluh lempat) lJam lterhitung lsejak 

lpemberian lperlindungan lsebagaimana ldimaksud lpada layat l1, lkepolisian 

lwajib lmeminta lsurat lpenetapan lperlindungan ldari lpengadilan. 
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E. Penegakan lHukum 

1. Pengertian lPenegakan lHukum 

Secara lfilosifi lPenegakan lHukum ldiartikan lsebagai lkegiatan lmenyerasikan 

lhubungan lnilai-nilai lyang ldijabarkan ldidalam lkaidah-kaidah lsebagai lrangkaian 

lpenjabaran lnilai ltahap lakhir, luntuk lmenciptakan, lmemelihara ldan 

lmempertahankan lkedamaian lpergaulan lhidup. l

4
Namun lmenurut lSoerjono 

lSoekanto lpenegakan lhukum lsebagai lproses lpada lhakekatnya lmerupakan 

lpenerapan ldiskresi lyang lmenyangkut lpembuatan lkeputusan lyang ltidak lsecara 

lketat ldiatur loleh lkaedah lhukum lakan ltetapi lmempunyai lunsur lpenilaian lpribadi, 

lgangguan lterhadap lpenegakan lhukum lmungkin lterjadi lapabila lada lketidak 

lserasian lantara l"Tri lTunggal" lyaitu lnilai, lkaidah ldan lprilaku. lGangguan ltersebut 

lterjadi lapabilaada lketidak lserasian lantara lnilai-nilai lyang lberpasangan lyang 

lmenjelma ldidalam lkaidah-kaidah lyang lbersimpang lslur ldan lpola lprilaku lyang 

ltidak lterarah lyang lmenyangkut lkedamaian lpergaulan lhidup.
5
 

Oleh lkarena litu ldapatlah ldikatakan lbahwa lpenegakan lhukum lbukanlah 

lsemata-mata lberarti lpelaksaan lperundang-undangan,walaupun ldidalam 

lkenyataannya ldi lindoneisa ladalah ldemikian,sehingga lLaw lEnforcement lbegitu 

lpopuler lselain litu ldan lkecenderungan lyang lkuat luntuk lmengartikan lpenegakan 

lhukum lsebagai lpelaksanaan lkeputusan lHakim. 

Sebagai lsebuah lNegara lhukum l(reechstaat) lprinsip lthe lrules lof llaw lharus 

lditegakkan ldalam lNegara lRepubiik lIndonesia.Bagi lkita lprinsip lthe lrule lof llaw 

                                                           
4 lSatjipto lRaharjo. lMasalah lPenegakan lHukum, l(Bandung: lSinar lBaru, l1983), lhlm.13. 
5 lIbid., lhlm. l13 
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litu ltidak llain ldari lthe lrule lof ljustice,Penegakan lhukum lyang lberintikan lkeadilan. 

lPrinsip ldemikian lperlu lditegaskan, lKarena ldiskriminasi lpenerapan lhukum ldalam 

lrealitasnya lterlampau lmencolok. lProduk lhukum ldan lpenegakaannya llebih 

lberpihak lkepada lthe lrulling lclass, lkelompok lmasyarakat lyang lmempunyai 

lkekuasaan lekonomi latau lkekuasaan lpolitik lpada lpihak llain.Hak-Hak lmasyarakat 

lmencari lkeadilan lyang lsebgaian lbesar lberasal ldari lkelompok-kelompok 

lpowerlessness l(Raharjo, l1983)selalu l ldikesampingkan, lsubstantive latau 

lsociological lJustice lselalu ldinikmati loleh lmereka lyang lpowerfull lsedang 

lpowerclass lhanya lmendapatkan lformil ljustice.Keadaan ldemikian ldalam lNegara 

lyang lbaru lmerdeka lmasih ldapat ldipahami lkarena lmenyangkut lketersediaan 

lsumber ldaya lmanusia.
6
 

Dalam lrangka lbekerjanya lhukum ldalam lmasyarakat, lRobert lB.Seidman, 

lmengajukan ltiga lkomponen linti lyang lmendukung lbekerjanya lhukum ldalam 

lmasyarakat l(termasuk laspek lpenegakannya). lKetiga lunsur ldimaksud ladalah: 

1. Lembaga lpembuat lperaturan: 

2. Lembaga lpenerapan lperaturan l; 

3. Pemegang lperanan litu lsendiri. 

Dari lketiga lunsur ltersebut lRobert lB. lSeidman lmengajukan lempat ldalil lsebagai 

lberikut l: 

a. Setiap lperaturan lhukum lmemberitahu ltentang lbagaimana lseorang 

lpemegang lperan ldiharapkan lbertindak l 

b. Bagaimana lseseorang lpemegang lperan litu lakan lbertindak lsebagai 

lsuatu lrespon lterhadap lperaturan lhukum,merupakan lfungsi lperaturan-

                                                           
6 lSatjipto lRahardjo. lOp.Cit., lhlm. l19. 
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peraturan lyang lditujukan lkepada lsanksi-sanksinya,aktifitas llembaga 

lpelaksana,serta lkeseluruhan lkompleks lkekuatan lsosial lpolitik ldan 

llain-lain lmengenai ldirinya 

c. Bagaimana lpembuat lundang-undang litu lbertindak lmerupakan lfungsi 

lperaturan-peraturan lyang lmengatur ltingkah llaku lmereka,sanksi-

sanksi,kekuatan lpoltitik ldan lideology,dan llain-lain lyang lmengenai 

ldiri lmereka,serta lumpan lbalik lyang ldatang ldari lpemegang lperan lserta 

lbirokrasi. 

d. Bagaimana lpembuat lundang-undang litu lbertindak lmerupakan lfungs 

lperaturan-peraturan lyang lmengatur ltingkah llaku lmereka, lsanksi-

sanksi lkekuatan lsosial lpolitik ldan lideologi, ldan llain-lain lyang 

lmengenai ldiri lmereka, lserta lumpan lbalik lyang ldatang ldari lpemegang 

lperan lserta lbirokrasi.
7
 

2. Faktor-Faktor lYang lMempengaruhi lPenegakan lHukum 

Masalah lpenegakan lhukum lsebenamya lterletak lpada lfaktor-faktor 

lyang lmungkin lmempengaruhinya,factor-faktor ltersebut ladalah: 

1. Factor lhukumnya lsendiri; 

2. Faktor lpenegakan lhukum, lyakni lpihak-pihak lyang lmembentuk 

lmaupun lmenerapkan lhukum l; 

3. Faktor lsarana latau lfasilitas lyang lmendukung lpenegakan lhukum l; 

4. Faktor lmasyrakat lyakni llingkungan ldi lmana lhukum litu lberlaku 

latau lditerapkan. 

                                                           
7 lIbid., lhlm. l9 
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5. Faktor lkebudayaan lyakni lsebagai lhasil lkarya, lcipta ldan lrasa lyang 

ldidasarkan lpada lkarya lmanusia ldi ldalam lpergaulan lhidup.
8
 

 

Faktor-faktor lyang lmempengaruhi lpenegakan lhukum ldi latas ldapat 

ldirangkum lkedalam lsystem lhukum l(legal lsystem) lyang lmenurut lFRIEDMEN 

lmeliputi:substansi lhukum l(legal lSubstance),struktur lhukum l((legal 

lSubstance),budaya lhukum(Legal lculture).Hukum lpada lhakekatnya lmerupakan 

labstraksi ldan lketetapan/penegasan lnorma-norma ldalam lmasyrakat,gambaran 

lnormative lini lsecara lbiologis ldirumuskan ldalam lpengertian lpenegakan lhukum 

lsebagai: lsuatu lproses luntuk lmewujudkan lkeinginan-keinginan lhukum lmenjadi 

lkenyataan. 

Tujuan lhukum labstrak ldi ltengah-tengah lsuatu lmasyarakat lyang lkompleks 

lini lhanya ldapat ldiwujudkan lmelalui lpengorganisasian lyang lkompleks 

lpula.Melalui lorganisasi lserta lproses-proses lyang lberlangsung ldi ldalamnya 

lmasyarakat lmenerima lperwujudan ldari ltujuan-tujuan lhukum,keadilan lmisalnya 

ldiberikan lkepada langgota lmasyarakat ldalam lbentuk lsesuatu laksi 

ltertentu,kepastian lhukum lmenjadi lterwujud lmelalui lkeputusan-keputusan lhakim 

lyang lmenolak ltindakan-tindakan lmain lhakim lsendiri lyang ldilakukan loleh 

lmasyarakat.ketertiban ldan lkeaman lmenjadi lsuatu lyang lnyata lmelalui ltindakan-

tindakan lpolisi lyang ldiorganisir loleh lbadan lkepolisian
9
.Dan ldikemukan 

lbahwa,penegakan lhukum lselalu lmelibatkan lmanusia ldi ldalamnya ldan ldengan 

lakan lmelibatkan ltingkah llaku lmanusia ljuga.Hukum ltidak lbisa ltegak ldengan 

                                                           
8 lSoerjono lSoekanto, lFaktor-faktor lyang lMempengaruhi lPenegakan lHukum. l(Jakarta l: 

lPT. lRaja lGrafindo lPersada, l1983), lhlm. l32. 
9 lIbid., lhlm. l18 
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lsendirinya lartinya lmampu luntuk lmewujudkan lsendiri ljanji-janji ldan lkehendak 

lyang ltercantum ldalam l(peraturan-peraturan)Hukum litu.janji ldan lkehendak 

lseperti litu lmisalnya ladalah luntuk lmemberikan lhak lkepada lseseorang luntuk 

lmengenakan lpidana lterhadap lseorang lyang ltelah lmenuhi lpersyaratan ltertentu ldan 

lsebagainya. 

 

 

 

 

F. Korban lTindak lPidana l 

1. Pengertian lKorban lTindak lPidana l 

Korban ltindak lpidana lmerupakan lindividu latau lkelompok lyang 

lmengalami lpenderitaan latau lkerugian lakibat ldari lperbuatan lpelaku lyang 

ldalam lhukum latau lundang-undang ljelas ldilarang lsuatu lperbuatan 

ltersebut. lPenderitaan latau lkerugian lyang ldialami ldapat lberupa lkekerasan, 

lancaman lkekerasan, lkerusakan lmental ldan lpenderitaan.
10

 

Menurut lkamus lCrime lDictionary lyang ldikutip loleh lAbdusalam 

ldan ldikutip llagi loleh lBambang lWaluyo, lbahwa lvictim ladalah:
11

 

“Orang lyang ltelah lmendapat lpenderitaan lfisik latau lpenderitaan 

lmental, lkerugian lharta lbenda latau lmengakibatkan lmati latas lperbuatan 

latau lusaha lpelanggaran lringan ldilakukan loleh lpelaku ltindak lpidana ldan 

llainnya”. 

                                                           
10 lWirjono lProdjodikoro, l2011, lAsas-asas lHukum lPidana ldi lIndonesia, l(Bandung l: lPT 

lRefika), lhlm. l59. 
11 lBambang lWaluyo, l2011, lViktimologi lPerlindungan lKorban lDan lSaksi, l(Jakarta l: 

lSinar lGrafika), l lhlm. l9. 
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Selaras ldengan lpendapat ldiatas ladalah lArif lGosita ldalam lkutipan 

lBambang lWaluyo, lmenyatakan lyang ldimaksud ldengan lkorban ladalah:
12

 

“Mereka lyang lmenderita ljasmanih ldan lrohaniah lsebagai lakibat 

ltindakan lorang llain lyang lmencari lpemenuhan ldiri lsendiri latau lorang llain 

lyangbertentangan ldengan lkepentingan ldan lhak lasasi lyang lmenderita” 

Adapun lpengertian lkorban lsecara lyuridis lyaitu ldiatur ldalam lPasal l1 

langka l3 lUndang-Undang lNomor l31 lTahun l2014 ltentang lPerubahan latas 

lUndang-Undang lNomor l13 lTahun l2006 ltentang lPerlindungan lSaksi ldan 

lKorban, lyang lmenyatakan lbahwa:
13

 

“Korban ladalah lorang lyang lmengalami lpenderitaan lfisik, lmental, 

ldan/atau lkerugian lekonomi lyang ldiakibatkan loleh lsuatu ltindak lpidana.”
14

 

Dalam lUndang-Undang lKekerasan lDalam lRumah lTangga, 

lpengertian lkorban ldiatur ldalam lPasal l1 langka l3 lUndang-Undang lNomor 

l23 lTahun l2004 ltentang lPenghapusan lKekerasan lDalam lRumah lTangga, 

lyang lmenyatakan lbahwa
15

 

“Korban ladalah lorang lyang lmengalami lkekerasan ldan/atau lancaman 

lkekerasan ldalam llingkup lrumah ltangga.” 

Selain ldiatur ldalam lundang-undang, lkorban ldiatur lpula ldalam 

lPeraturan lPemerintah lyaitu ldalam lPasal l1 langka l3 lPeraturan lPemerintah 

lNomor l3 lTahun l2002 ltentang lKompensasi, lRestitusi, lDan lRehabilitasi 

                                                           
12 lIbid. l l 
13 lPasal l1 langka l3 lUndang-Undang lNomor l31 lTahun l2014 ltentang lPerubahan latas 

lUndang-undang lNomor l13 lTahun l2006 ltentang lPerlindungan lSaksi ldan lKorban. l l 
14 lIbid. l l 
15 lPasal l1 langka l3 lUndang-undang lNomor l23 lTahun l2004 lTentang lPenghapusan 

lKekerasan lDalam lRumah lTangga. l l 
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lTerhadap lKorban lPelanggaran lHak lAsasi lManusia lYang lBerat, lyang 

lmenyatakan lbahwa:
16

 

“Korban ladalah lorang lperseorangan latau lkelompok lorang lyang 

lmengalami lpenderitaan lbaik lfisik, lmental lmaupun lemosional, lkerugian 

lekonomi, latau lmengalami lpengabaian, lpengurangan latau lperampasan 

lhak-hak ldasarnya, lsebagi lakibat lpelanggaran lhak lasasi lmanusia lyang 

lberat, ltermasuk lkorban ladalah lahli lwarisnya.” 

Menurut lPasal l1 langka l2 lPeraturan lPemerintah lNomor l44 lTahun 

l2008 ltentang lPemberian lKompensasi, lRestitusi, lDan lBantuan lKepada 

lSaksi lDan lKorban, lmenyatakan lbahwa lkorban ladalah:
17

 

“Korban ladalah lseseorang lyang lmengalami lpenderitaan lfisik, 

lmental, ldan/atau lkerugian lekonomi lyang ldiakibatkan loleh lsuatu ltindak 

lpidana.” 

Sedangkan lmenurut lPasal l1 langka l2 lPeraturan lPemerintah lNomor l2 

lTahun l2002 ltentang lTata lCara lPerlindungan lTerhadap lKorban lDan lSaksi 

lDalam lPelanggaran lHak lAsasi lManusia lYang lBerat, lyang lmenyatakan 

lbawak lkorban ladalah l:
18

 

“Korban ladalah lorang lperseorangan latau lkelompok lorang lyang 

lmengalami lpenderitaan lsebagai lakibat lpelanggaran lhak lasasi lmanusia 

                                                           
16 lPasal l1 langka l3 lPeraturan lPemerintah lNomor l3 lTahun l2002 ltentang lKompensasi, 

lRestitusi, lDan lRehabilitasi lTerhadap lKorban lPelanggaran lHak lAsasi lManusia lYang lBerat. 
17 lPasal l1 langka l2 lPeraturan lPemerintah lNomor l44 lTahun l2008 ltentang lPemberian 

lKompensasi, lRestitusi, lDan lBantuan lKepada lSaksi lDan lKorban. l l 
18 lPasal l1 langka l2 lPeraturan lPemerintah lNomor l2 lTahun l2002 ltentang lTata lCara 

lPerlindungan lTerhadap lKorban lDan lSaksi lDalam lPelanggaran lHak lAsasi lManusia l l 
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lyang lberat lyang lmemerlukan lperlindungan lfisik ldan lmental ldari 

lancaman, lgangguan, lteror, ldan lkekerasan ldari lpihak lmanapun.” 

Berbagai lperaturan ltersebut lmemberi ldefinisi lkorban lyang lhampir 

lsama lyaitu lorang latau lkelompok lorang lyang lmedapatkan lsuatu 

lpenderitaan latau lmenderita lsesuatu lyang ltidak ldi linginkan loleh lkorban 

lakibat lperbuatan lyang ldilakukan loleh lorang llain latau lsekelompok lorang. 

lSuatu lkejahatan latau ltindak lpidana ldilakukan loleh lpelaku luntuk 

lditujukan lkepada lkorban lyaitu lorang ltertentu lsaja, lnamun lkarena ldalam 

lsuatu lperistiwa ltersebut lada lorang llain lyang lingin lagar lperistiwa ltersebut 

ltidak lterjadi lmaka lorang ltersebut ldapat lpula lmejadi lkorban ljuga ljika lia 

ltelah lmendapatkan lpenderitaan lyang ldilakukan loleh lkorban. 

Menurut lMaya lIndah lKorban llangsung l(direct lvictims) lyaitu lkorban 

lyang llangsung lmengalami ldanmerasakan lpenderitaan ldengan ladanya 

ltindak lpidana lkejahatan. lSedangkan lkorban ltidak llangsung l(indirect 

lvictims) lyaitu lkorban ldari lturut lcampurnya lseseorang ldalam lmembentuk 

lkorban llangsung l(direct lvictims) latau lturut lmelakukan lpencegahan 

ltimbulnya lkorban, ltetapi ldia lsendiri lmenjadi lkorban ltindal lkejahatan.
19

 

Berbagai ldefinisi latau lpendapat ldiatas lmenyangkut lpelaku ldan 

lkorban lkejahatan ladalah lbagian ldari lpembahasan ldari lviktimologi. 

lKarena lviktimologi lmerupakan ldisiplin lilmu lyang lmempelajari 

lbagaimana lperan ldan lkedudukan ldari lpelaku ldan lkorban ltindak lpidana. 

                                                           
19 lAndi lSofyan ldan lNur lAzisa, l2016, lHukum lPidana, l(Makassar l: lPustaka lPena 

lPress), lhlm. l98. l l 
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lSesuatu lyang lterjadi lantara lpelaku ldan lkorban lmerupakan lhal lyang 

ltimbul lkarena ladanya linteraksi-interaksi lantara lpelaku ldan lkorban. 

Dalam lbuku lyang lditulis loleh lMaya lIndah, lbahwa lVictims lof lcrime 

lsebagaimana ldirumuskan ldalam lDeclaration lof lBasic lPrinciple lof lJustice 

lfor lVictims lof lCrime land lAbuse lof lPower ladalah.
20

 

1. Victims lmeans lpersons lwho, lindividual lor lcollectively, lhave 

lsuffered lharm, lincluding lphysical lor lmental linjury, lemotional 

lsuffering, leconomic lloss lor lsubstansial limpairment lof ltheir 

lfundamental lrights, lthrough lacts lor lomissions lthat lare lin 

lviolation lof lcriminal llaws loperative lwithin lmember lstates, 

lincluding lthose llaws lprescribing lcriminal labuse lof lpower l 

2. A lperson lmay lbe lconsiderad la lvictim, lunder lthis ldeclaration, 

lregardless lof lwheter lthe lperpetratoris lidentified, 

lapprehended, lprosecuted lor lconvicted land lregardless lof lthe 

lfamilial lrelationship lbetween lthe lperpetrator land lthe lvictim. 

lThe lterm lvictim lalso lincludes, lwhere lappropriate, lthe 

limmediate lfamily, lor ldependants lof lthe ldirect 

 
Artinya l: l 

1. Korban lberarti lorang-orang, lperorangan latau lkolektif, lyang 

ltelah lmenderita lkerugian, ltermasuk lluka lfisik latau lmental, 

lpenderitaan lemosional, lkerugian lekonomi latau lpenurunan lhak 

                                                           
20 lMaya lIndah l2014, lPerlindungan lKorban lSuatu lPerspektif lViktimologi lDan 

lKriminologi, l l(Jakarta: l lKencana lPrenamedia lGroup), lhlm. l28. l l 
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ldasar lmereka, lmelalui ltindakan latau lkelalaian lyang lmelanggar 

lhukum lpidana lyang lberlaku ldi lnegara-negara langgota, 

ltermasuk lundang-undang lyang lmengatur lpenyalahgunaan 

lkekuasaan lsecara lkriminal. l 

2. Seseorang ldapat ldianggap lsebagai lkorban, lberdasarkan 

lpernyataan lini, lterlepas ldari lapakah lpelaku ldiidentifikasi, 

lditangkap, ldituntut latau ldihukum ldan lterlepas ldari lhubungan 

lkeluarga lantara lpelaku ldan lkorban. lIstilah lkorban ljuga 

ltermasuk lkeluarga ldekat, latau ltanggungan lkorban llangsung 

ldan lorang lyang ltelah lmenderita lkerugian ldalam lintervensi 

luntuk lmembantu lkorban ldalam lkeadaan ltertekan latau luntuk 

lmencegah lviktimisasi. l 

Dalam llingkup lrumah ltangga, lyang lmenjadi lkorban lbiasanya ladalah 

listri ldan lanak, lsedangkapn lpelaku lialah lsuami. lKorban lTindak lpidana 

ldalam llingkup lrumah ltangga ladalah langgota lkeluarga lyang lmengelami 

lpenderitaan lsecara ljasmanih ldan lrohanih lakibat lperbuatan lyang ldilakukan 

loleh langgota lkeluarga ltersebut lpula. lSeperti lkekerasan lyang ldilakukan 

loleh lsuami lterhadap listrinya latau lmertuanya latau lkeluarga llainnya lyang 

ltinggal lbersama ldalam lsatu lrumah ltangga. 
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G. Hak-Hak lKorban lTindak lPidana lKekerasan lDalam lRumah lTangga 

l(KDRT) 

 
Secara lumum ldapat ldisebutkan lhak lkorban lsebagai lberikut ladalah.

21
 

1. Korban lberhak lmendapat lkompensasi latas lpenderitaan,sesuai ldengan 

lkemampuan lpelaku. 

2. Korban lmenolak lkompensasi lkarena ltidak lmemerlukannya. 

3. Korban lberhak lmendapat lkompensasinya luntuk lahli lwarisnya,bila 

lkorban lmeninggal ldunia lkarena ltindakan ltersebut. 

4. Korban lberhak lmendapat lpembinaan ldan lrehabilitasi. l 

5. Korban lberhak lmendapatkan lkembali lhak lmiliknya. l 

6. Korban lberhak lmenolak lmenjadi lsaksi, lbila lhal lini lakan 

lmembahayakan ldirinya. l 

7. Korban lberhak lmendapatkan lperlindungan ldari lancaman lpihak 

lpelaku, lbila lmelapor lke ldan lmenjadi lsaksi. l 

8. Korban lberhak lmendapatkan lbantuan lpenasihat lhukum. l 

9. Korban lberhak lmempergunakan lupaya lhukum l(rechtsmiddelen). l 

 
Menurut lRena lYulia ldikutip loleh lVan lBoven lyang ldikutip llagi loleh 

lBambang lWaluyo lbahwa.
22

 

“Hak-hak lpara lkorban ladalah lhak luntuk ltahu, lhak latas lkeadilan, ldan 

lhak latas lreparasi l(pemulihan), lyaitu lhak lyang lmenunjuk lpada lsemua 

ltipe lpemulihan lbaik lmaterial lmaupun lnonmaterial lbagi lpara lkorban 

lpelanggaran lhak lasasi lmanusia. lHak-hak ltersebut ltelah lterdapat ldalam 

                                                           
21 lMoerti lHadiati lSoeroso, lOp.Cit., lhlm. l115. l l 

22 lBambang lWaluyo, lOp.Cit., lhlm. l43. l l 
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lberbagai linstrumen-instrumen lhak lasasi lmanusia lyang lberlaku ldan 

ljuga lterdapat ldalam lyurisprudensi lkomite-komite lhak lasasi lmanusia 

linternasional lmaupun lpengadilan lregional lhak lasasi lmanusia”. 

 
Dalam lPasal l5 lUndang-Undang lNomor l31 lTahun l2014 ltentang 

lPerubahan latas lUndang-Undang lNomor l13 lTahun l2006 ltentang 

lPerlindungan lSaksi ldan lKorban lmenyatakan lbahwa lsaksi ldan lkorban 

lberhak:
23

 

a. Memperoleh lperlindungan latas lkeamanan lpribadi, lKeluarga, ldan 

lharta lbendanya, lsertabebas ldari lAncaman lyang lberkenaan ldengan 

lkesaksian lyang lakan, lsedang, latau ltelah ldiberikannya; l 

b. Ikut lserta ldalam lproses lmemilih ldan lmenentukan lbentuk 

lperlindungan ldan ldukungan lkeamanan; l 

c. Memberikan lketerangan ltanpa ltekanan; l 

d. Mendapat lpenerjemah; l 

e. Bebas ldari lpertanyaan lyang lmenjerat; l 

f. Mendapat linformasi lmengenai lperkembangan lkasus; l 

g. Mendapat linformasi lmengenai lputusan lpengadilan; l 

h. Mendapat linformasi ldalam lhal lterpidana ldibebaskan; l 

i. Dirahasiakan lidentitasnya; l 

j. Mendapat lidentitas lbaru; l 

k. Mendapat ltempat lkediaman lsementara; l 

l. Mendapat ltempat lkediaman lbaru; l 
                                                           

23 lPasal l5 lUndang-Undang lNomor l31 lTahun l2014 ltentang lPerubahan latas lUndang-

undang lNomor l13 lTahun l2006 ltentang lPerlindungan lSaksi ldan lKorban. l l 
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m. Memperoleh lpenggantian lbiaya ltransportasi lsesuai ldengan lkebutuhan; 

l 
n. Mendapat lnasihat lhukum; l 

o. Memperoleh lbantuan lbiaya lhidup lsementara lsampai lbatas lwaktu 

lPerlindungan lberakhir; ldan/atau lmendapat lpendampingan. l 

H. Teori lKeadilan 

Keadilan lberasal ldari lkata ladil, lmenurut lKamus lBahasa lIndonesia 

ladil ladalah ltidak lsewenang-wenang, ltidak lmemihak, ltidak lberat lsebelah. 

lAdil lterutama lmengandung larti lbahwa lsuatu lkeputusan ldan ltindakan 

ldidasarkan latas lnorma-norma lobjektif. lKeadilan lpada ldasarnya ladalah 

lsuatu lkonsep lyang lrelatif, lsetiap lorang ltidak lsama, ladil lmenurut lyang 

lsatu lbelum ltentu ladil lbagi lyang llainnya, lketika lseseorang lmenegaskan 

lbahwa lia lmelakukan lsuatu lkeadilan, lhal litu ltentunya lharus lrelevan 

ldengan lketertiban lumum ldimana lsuatu lskala lkeadilan ldiakui. lSkala 

lkeadilan lsangat lbervariasi ldari lsatu ltempat lke ltempat llain, lsetiap lskala 

ldidefinisikan ldan lsepenuhnya lditentukan loleh lmasyarakat lsesuai ldengan 

lketertiban lumum ldari lmasyarakat ltersebut. 

I. Teori lKepastian lHukum 

Kepastian lhukum lmenurut lJan lMichiel lOtto lmendefenisikan 

lsebagai lkemungkinan lbahwa ldalam lsituasi ltertentu l: 

1) lTersedia laturan l-aturan lyang ljelas l(jernih), lkonsisten ldan lmudah 

ldiperoleh, lditerbitkan loleh ldan ldiakui lkarena l(kekuasaan) lnagara. 

2) lInstansi-instansi lpenguasa l(pemerintah) lmenerapkan laturan-aturan 

lhukum ltersebut lsecara lkonsisten ldan ljuga ltunduk ldan ltaat lkepadanya. 
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3) lWarga lsecara lprinsipil lmenyesuaikan lprilaku lmereka lterhadap laturan-

aturan ltersebut. 

4) lHakim-hakim l(peradilan) lyang lmandiri ldan ltidak lberpikir lmenerapkan 

laturan-aturan lhukum ltersebut lsecara lkonsisten lsewaktu lmereka 

lmenyelesaikan lsengketa lhukum. 

5) lKeputusan lperadilan lsecara lkonkrit ldilaksanakan. 

Menurut lSudikno lMertukusumo, lkepastian lhukum lmerupakan 

lsebuah ljaminan lbahwa lhukum ltersebut lharus ldijalankan ldengan lcara 

lyang lbaik. lKepastian lhukum lmenghendaki ladanya lupaya lpengaturan 

lhukum ldalam lperundang-undangan lyang ldibuat loleh lpihak lyang 

lberwenang ldan lberwibawa, lsehingga laturan-aturan litu lmemiliki laspek 

lyuridis lyang ldapat lmenjamin ladanya lkepastian lbahwa lhukum lberfungsi 

lsebagai lsuatu lperaturan lyang lharus lditaati. 

 


